






A. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM 
Phillips berpendapat bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan 
kekuasaan, dan ada dua jenis kekuasaan yang selalu diperhatikan, yaitu kekuasaan 
pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Hubungan dengan kekuasaan pemerintah, 
perlindungan hukum terhadap rakyat (yang dikuasai) dan pemerintah (yang 
dikuasai). Adapun hubungannya dengan kekuatan ekonomi, masalah perlindungan 
hukum adalah untuk melindungi yang kurang beruntung secara ekonomi terhadap 
mereka yang lebih memiliki kekuatan ekonomi, seperti melindungi pekerja dari 
majikan.1 
1. Tujuan Perlindungan Hukum Pada Buruh / Pekerja  
Pembangunan Ketenagakerjaan juga mempunyai tujuan pada Pasal 4 UU 
Ketenagakerjaan adalah :  
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi ; 
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah ; 
                                                             





c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan ; 
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
Memberdayaan serta pemanfaatan buruh / pekerja juga termasuk dalam 
sistemik akan diberikan kesempatannya untuk kerja yang sebebas-bebasnya 
kepada masyarakat Indonesia. Lewat ekploitas serta memberdayaan seperti yang 
diinginkan buruh / pekerja Indonesia bisa melalui antusias mewujudkan 
maksimalisasi penyusunan kedaerahan, dan pada saat yang sama juga menjaga 
nilai-nilai kemanusiaannya.  
Perlu diupayakan pemerataan kesempatan kerja di seluruh tempat kerja di 
Indonesia sebagai pasar tenaga kerja tunggal, dan memberikan kesempatan kerja 
yang sama bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia berdasarkan bakat, minat dan 
kemampuannya. Demikian pula, kita harus berusaha untuk mencapai pemerataan 
penempatan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan semua departemen dan 
wilayah. 
Memperhatikan perkembangan buruh, buruh diyakini sebagai aktor 
pembangunan, dan berhasil tidaknya pembangunan juga tergantung pada 
kemampuan dan kualitas buruh. Tenaga kerja memiliki kemampuan yang tinggi 
dan hasil yang tinggi, yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan.Pekerja 





2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Buruh / Pekerja  
Hak-hak yang merekat dari sifat serta eksistensi buruh / pekerja yaitu hak-
hak pada jaminan-jaminan sosial. Oleh karena itu, sering diyakini maka jaminan-
jaminan sosialnya adalah rencana universal yang harus dilaksanakan oleh semua 
tempat kerja. Imam Soepomo menjelaskan mengenai pengertian dalam Jaminan 
Sosial merupakan pembayaran tersebut diterima langsung oleh pihak pekerja, 
maka hal tersebut bahwa bagi yang tidak melakukan pekerjaan tersebut diluar 
kesalahan, jadi dijaminnya kepastian pendapatannya atau (Income Security) 
dalam semua hak pekerja dengan alasan diluar kehendaknya akan kehilangan 
upah-upah.2 Pasal 86 UU Ketenagakerjaan menjelaskan :  
a. Setiap Buruh / Pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:  
1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
2) Moral dan Kesusilaan; dan  
3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama.  
b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas 
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja ; 
c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Didalam sebuah ruangan lingkung pada jamsostek kerja terhadap pada 
undang-undang tersebut meliputi : 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja  
b. Jaminan Kematian  
c. Jaminan Hari Tua  
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  
 
B. HUBUNGAN KERJA 
1. Pengertian Buruh / Pekerja 
Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa :  
“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 
lain”. 
Dengan dasar ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang 
Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa :  
“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan 
atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 
Secara sosiologis status pekerja dibatasi atau tidak bebas.Sebagai orang 
yang tidak memiliki jaminan mata pencaharian lain, pekerja dipaksa bekerja 
untuk orang lain.Sebagai pengusaha, pada dasarnya Anda harus dapat 
menentukan kondisi kerja. Mengingat status pekerja lebih rendah dari majikan, 





Perlindungannya hukum terhadap buruh/pekerja perlu dibutuhkan dengan 
melihat masyarakat yang melemah perekonomian. Zainal Asikin menjelaskan 
bahwa sebuah perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha dilakukan jika 
peraturan-peraturan dan perundang-undangan mengenai perburuhan yang 
mengharuskan pihak pengusaha bertindak seperti dalam perundang- undangan 
dilaksanakan karena keberlakuannya hukum tidak bisa diukur secara yuridis, 
tetapi secara sosiologis dan filosofis.  
Uraian penjelasan diatas disimpulkan untuk membuat permasalahan yaitu 
bagaimana perlindungan hukum bagi buruh / pekerja dalam penyiksaan menurut 
pasal kitab undang-undang hukum pidana . Apa jika dalam perjanjian kerja 
tersebut ketentuan sudah saling menguntungkan atau hak-hak pekerja sudah 
terpenuhi dan pengusaha memberikan hak-hak pekerja ataupun belum terpenuhi. 
Dalam perjanjian tersebut bisa ditinjau dengan adanya kecocokan SOP dengan 
prjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. 
2. Pengertian Pengusaha  
Sedangkan pengertian perusahaan Pasal 1 angka 6 UU Ketenagakerjaan:  
1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, 
milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik 
negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau 




2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 
merperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain.  
Maka kesimpulan diatas dapat dijelaskan maka wawasan dari pengusaha 
mengartikan diorangnya serta bentuk-bentuk usahanya. Dalam Pasal 1 Peraturan 
Menteri Tenaga KerjaTransmigrasi dan Koperasi, dikatakan bahwa Pengusaha 
merupakan orang atau badan hukum yang mengelola perusahaan milik pribadi 
atau orang lain atau mewakili orang atau badan hukum yang berkedudukan diluar 
negeri, yang mempekerjakan buruh / pekerja dengan cara membayar upah.3 
3. Pengertian Hubungan Kerja  
Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja 
merupakan hubungan-hubungan antara pengusaha dan buruh / pekerja yang 
dilihat dalam sebuah perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan 
perintah. Hubungan kerja hanya bisa lahir karena adanya perjanjian kerja dan 
perikatan. Yang dimana perikatan akan lahir karena perjanjian kerja inilah yang 
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C. HAK – HAK PEKERJA / BURUH 
1. Waktu Kerja 
Buruh / pekerja juga manusia yang butuh waktu-waktu istirahatan, agar 
bisa menegarkan kesehatannya terhadap fisiknya wajib diseimbangi antara 
waktu-waktu kerja serta waktu istirahat. UU dibidangnya ketenagakerjaan ini 
diberikan sebuah batasan-batasan tentang hal-hal tersebut. Contohnya buat 
buruh/pekerja melakukan pekerjaan untuk 6 hari kerja pada 7 hari harus paling 
lama 7 jam dalam 1 hari / 40 jam dalam seminggu. Jika disaat bekerja dilakukan 
ketika malam hari / saat berbahaya untuk keselamatan / kesehatan buruh/pekerja, 
waktu-waktu kerja tidak boleh lebih dari ketentuan diatas yang sudah dijelaskan. 
Buruh / pekerja selesai melakukan aktifitas kerja selama 4 jam dalam sehari 
berkelanjutan, maka wajib diberikan istirahat sekurangnya ½ jam lamanya, 
dimana waktu-waktu istirahatnya tidak tertera dalam jam-jam kerja serta 7 hari 
diberikan sedikitnya 1 hari untuk beristirahat.5 
Pasal 77 UU Ketenagakerjaan, juga mengatur mengenai:  
1.) 7 (tujuh) jam untuk satu hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 
6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;atau  
2.) 8 (delapan) jam untuk satu hari dan 40 (empat puluh) jam untuk satu minggu 
untuk 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu. Namun ketentuan mengenai 
waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu, 
                                                             





misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak 
jauh, pekerjaan di kapal laut atau penebangan hutan.  
Pasal 78 UU Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pengusaha 
mempekerjakan buruh / pekerja melewati waktu-waktu kerjanya juga wajib 
adanya persetujuan dari buruh/pekerja yang terkait. Waktu-waktu lemburnya 
cuman bisa dilaksanakan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 7 
hari. Pengusaha harus mengupah buruh/pekerja melebihi waktu-waktu yang 
dianjurkan membiayai upah-upah kerja lemburnya. Mempekerjakan lebih dari 
waktu-waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan, karena pekerja / buruh 
harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan 
kebugarannya.  
1. Waktu Istirahat dan Cuti  
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai 
macam-macam istirahat dan cuti:  
1) Waktu istirahat jam kerja.  
2) Istirahat Mingguan.  
3) Istirahat Tahunan.  
4) Cuti Haid  
5) Cuti Hamil dan Cuti bersalin / Cuti keguguran6  
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2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
1. Pengertian Keselamata ndan Kesehatan Kerja  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah program yang dibuat 
untuk pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat 
menyebabkan kecelakaan dan penyakit kerja sebagai tindakan preventif untuk 
mencegah kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja di lingkungan 
kerja. disebabkan oleh pekerjaan, hubungan kerja, dan tindakan yang 
diharapkan ketika hal ini terjadi. Agusmidah mengatakan bahwa 
perlindungan-perlindungan dalam keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan 
juga termasuk dalam perlindungan-perlindungan preventif menggunakan bagi 
menangkal terjadinya kecelakaan serta penyakit efek dari kerjanya. 
Keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan bertujuan buat menaungi 
keselamatannya buruh / pekerja agar tercapai efisiensi kerjanya diciptakan 
terbaik.7 
Kecelakaannya tersebut merupakan bahala (kecelakaan industri) akan 
bermasalah ditempat kerja. Kecelakaan industri merupakan suatu masalah 
tersebut tentu tidak diharapkan serta diinginkan karena akan mengganggu 
proses-proses normatif bagi seluruh kegiatan.8 Darwan Prinst menjelaskan 
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bahwa Kecelakaannya Kerja juga suatu kecelakaan yang dialami semua buruh 
/ pekerja sewaktu menjalankan pekerjaan.9 
2. Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkap 
kelemahan-kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi 
tersebut bisa dilakukan secara menerangkan kausalitas pada bahala serta 
membidik pengelolaan dengan waspada dilaksanakannya atau tidak. Dengan 
tujuan-tujuan adalah:  
a. Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/pekerja terjamin secara fisik, sosial 
dan psikis; 
b. Agar dapat menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja seefisien mungkin;  
c. Terjaminnya pemeliharaan dan peningkatan gizi dan kesehatan; 
d. Meningkatkan semangat kerja, keserasian kerja dan partisipasi kerja; 
e. Menghindari masalah kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi 
kerja;  
f. Biarkan setiap karyawan merasa aman dan terlindungi di tempat kerja.  
3. Pengupahan  
a. Pengertian Upah.  
Upah merupakan hal penting dan tujuan utama buruh / pekerja yang 
mencari pekerjaan. Darwan Prinst menjelaskan mengenai upah itu suatu 
                                                             




imbalan dari pihak pengusaha kepada buruh / pekerja atas prestasi karena 
sudah melakukan perintah pekerjaan atau jasa  
Pasal 1 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Sumber Daya Manusia mengatur bahwa upah adalah hak pekerja atau pekerja, 
sebagai imbalan yang ditetapkan oleh pengusaha atau pengusaha kepada 
pekerja atau pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Juga 
dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian atau peraturan 
perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerjaan dan/atau jasa yang 
dimiliki atau akan dilakukan oleh pekerja/pekerja dan keluarganya. Pasal 88 
ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa semua buruh/pekerja layak 
mendapatkan upah untuk menjalani kehidupan yang wajar untuk umat 
manusia. Dengan itu pemerintahan telah merumuskan keputusan mengenai 
komisi agar menaungi kepentingan buruh/pekerja, antara lain:  
1) Upahnya dalam minimum ; 
2) Upahnya dalam kerja lembur ; 
3) Upah bagi yang tidak masuk kerja dikarenakan berhalangan ; 
4) Upah bagi yang tidak masuk kerja karena sedang diberi tugas kegiatan lain 
diluar pekerjaan ; 
5) Upah dikarenakan menjalanni hak-hak waktu istirahat kerjanya ; 
6) Bentuk-bentuk serta cara pelunasan upah ; 
7) Denda-denda serta penyusutan upah ; 




9) Struktur-struktur serta patokan pengupahan yang seimbang ; 
10) Upah untuk pembayaran pesangon ; 
11) Upah bagi hitungan pajak penghasilan.10 
b. Komponen Upah.  
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 Tentang 
Pengelompokan Upah menjelaskan :  
1.) Komponen upah adalah sebagai berikut:  
(a) Upah pokok : imbalan dasar yang dibayarkan buruh kepada buruh 
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan perjanjian. 
(b) Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya 
yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.  
(c) Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung maupun 
tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap 
bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan 
pembayaran upah pokok. 
2.) Pendapatan Non Upah sebagai berikut:  
(a) Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura karena hal-hal 
yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.  
                                                             





(b) Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan 
perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang 
normal atau karena peningkatan produktifitas.  
(c) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainya. 11 
4. Jaminan Kesejahteraan 
Menurut UU No. 3 Tahun 1992 yang meliputi:  
1) Jaminan kecelakaan kerja  
2) Jaminan kematian  
3) Jaminan hari tua  
4) Jaminan pemeliharaan kesehatan 12 
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